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Baleq Bahas RUU PPRT

Pekerja Dilindungi Jaminan Kesehatan

ANGGOTA Badan Legislasi
(Baleg) DPR Selly Andriany
Gantina scpakat Pekerja Rumah
Tangga (PRT) mendapat jami-
nan sosial kesehatan maupun
ketenagakerjaan. Nanmun, ske-
manya lidak membebani para
pekerja.

Dalam Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT),
aturan soal jaminan sosial ke-
sehatan dan ketenagakerjaan
tertuang dalam Pasal 15 dan
16. Turannya akan ditmggung
Pemerintah Pusat melalui shema
Penerima Bantuan luran (PB).

“Sedangkan furan jaminan
sosial ketenagakerjaan akan
disesuaikan berdasarkan ke-
sepakatan atau perjanian kerja,
kata Selly di Kompleks Par-
lemen, Senayan, Jakarta, Senin
(8192025

Menurutnya, shema terschul
ticak membebani pembert kerja,
karena mekanisme PBI untuk
keschatan sudah berlaku bagi
masyarakat tidak mampu.

Sedangkan untuk furan jam-

nankeeelakaan kerja serta kema-
tian di BP]S Ketenagakerjaan,

jumlanya relatif kecil.

Selain itu, Selly juga mendo- i o

rong agar PRT masuk ke dalam
Kalegori penerima bantuan sosial
Pemerintah, seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Ban-
(uan PanganNon Tunai (BPNT),
maupun skema lainnya,
“Karena banyak PRT yang
stharusnya masuk kategori
penerima PKH atau BPNT jus-

(ru tidak terakomodasi karena

ata desil masth bermasalah,”

legasnya.

Dengan pengaturan tersebut,
legislator asal PDIPitu berharap,
RUUPPRT bisamenjadiinstru-
men hukum yang menjamin
perlindungan komprehensif bagi
PRT. Tidak hanya terkait hak
Kerja dan upah layak, tapi juga
ikstss penuh pada jaminan sosial
(n bantuan Pemerintah.

Sclanjutnya, Selly menegas-
Kan komitmennya untuk mem-
percepat pembahiasan aturan .
Pasalnya, aturan ini telah diba-
his sejak beberapa periode lalu,

&

Selly Andriany Gantina

Ditiarapkan, aturan ini sebagai
Hadiah berscjarah big! para PRT
yang selama in kerap luput dari
perlindungan bukum,

“Mudah-mudahan, di ma-
sa persidangan ini bisa men-
jadi hadiah untuk mesyarakat,
Khususnya pekerja rumih ang-
ga.” kata Wakil Bupati Cirebon
periode 2017-2018 itu.

Menurutnya, PRT memiliki
peran vital dalam seklor nfor-

mil dan memberikan kontribusi
besar terhadap kesejahteraan
ketuarga di Indonesia. Namun,
posisi mereka selama ini masih
rentan karena tidak diztor secara
komprehensil dalam regulasi
kelenagakerjaan.

‘Dengan disahkannya RUU
PPRT, hak-hak dasar PRI, ter-
masuk jaminan sosial dan per-
lindungan kerja, bisa dijamin
negara,” tandasnya.

Selain fokus pada substansi
RUU, DPR juga menegaskan
pentingnya keterbukaan akses
informasi lerkait proses legis-
lasi, Hal ini sejalan dengan ko-
mitmen (ransformasi DPR me-
nuju lembaga yang transparan,
akuntabel, dan partisipatil

“Adanya meaninglul par-
(icipation dan pernyataan-per-

. Dyataan dari anggota maupun
. pimpinan DPR adalah wujud

kses kelerbukaan iy, " ujarnya.

Senada dengan Selly, anggota
Baleg DPR Reni Astuti turut
menyoroli data yang dipaparkan
BPIS Kesehatan terkait Klasifi-
kasi PRT dalam PBI maupun
non PBL

“Apakah pemberi kerja PRT
ik disamakan dengan pemberd
erja di seklor formal Lainnya?
It harus jelas agar perlindungan
dan skema pembiayaan juga
jelas,” wjarnya,

Dia mendorong perlindungan
bagi PRT tidak hanya soal regu-
lasi, tapt juga heberpihakan nyata
dalam kebfjakan sostal keschitan,
dan ketenagakerjaan. 0 PYB
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